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Tesisini membahas Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia
(Polri) pascareformasi. Penelitian ini dinilai penting karena belum ada Tesis yang membahas permasal ahan
ini. Disamping itu penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai prospek hubungan TNI dan Polri ke
depan dan bisa diketahui juga sebab-sebab konflik antara TNI dan Polri.

Tesisini diklasifikasikan menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu tentang hubungan TNI dan Polri sebelum
masareformas, realisasi pemisahan TNI dan Polri, serta hubungan TNI dan Polri ke depan.

Permasalahan yang ingin dibuktikan oleh Tesisini adalah mengapa harus ada pemisahan TNI dan Polri,
bagaimana dampak dari penetapan TAP MPR-RI No. VI dan VII Tahun 2000 yang berisi realisas
pemisahan TNI dan Polri, dan bagaimana prospek hubungan TNI dan Polri ke depan.

Dengan menggunakan empat kerangka teori, yaitu profesionalisme militer, keamanan nasional (National
Security), konflik TIN dan Polri, dan hubungan sipil militer. Akhirnya Tesisini berkesimpulan bahwa
pemisahan TNI dan Polri harus dilakukan karena kedua institusi itu mempunyai tugas yang berbeda.
Realisasi pemisahan TN1 dan Polri berdampak pada intensitas konflik semakin kentara. Kemudian prospek
hubungan antara kedua institusi itu ke depan akan diwarnai banyak bentrokan kalau tidak secepatnya
ditetapkan suatu konsep keamanan nasional yang jelas.

Bentrokan antara TNI dan Polri lebih dipicu oleh dua hal yaitu perebutan lahan dan persaingan korps
organisasi. Hubungan antara tentara dan polisi dilapangan secaraintensif dalam berbagai arenabisnis gelap
dan menjadi backing dalam jaringan judi togel dan narkoba merupakan wahana yang rawan terjadinya
konflik antara keduanya.

Dalam rangka membangun hubungan yang ideal antara TNI dan Polri penting kiranya supaya kedua institusi
itu mulai untuk mereduksi peran mereka dalam berbagai urusan yang di luar tanggungjawabnya. Dengan
berdasar pada politik keamanan yang ada maka pengaturan pemisahan atas tugas pertahanan yang di
dalamya TNI sebagai komponen utama dan untuk urusan keamanan umum (kamtibmas) dengan Polri
sebagai komponen utamanya perlu diperjelas hubungan dan mekanismenya.

<hr><i>After Reformation of Relationship between TNI and POLRI in 2000-2004: Problem and
ProspectusThis thesis will discusses of relationship after reformation between Polri and TNI. Thisresearch
isimportant because there is no thesis discussed with this problem. Beside that is this research can be
included between prospect Polri and TNI in the future and can also known conflict between Polri and TNI.
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Classification this thesis as three part discussed, that is about relationship before during Poll and TNI
reformation, realized of separation in Path and TNI, and relationship between Polri and TNI in the future.

The problem want to be proofed by this thesisis why must be discrimination in Pohl and TNI, how to
impact for TAP MPR-RI No. VI and VIl in 2000 decision is realize substance of separation Polri and TNI,
and how to the prospect relationship between Polri and TALI in the future.

By the purpose four theoretical framework, that is Military Professionalism, National Security, Conflict of
Polri and TNI, and relationship between civil and military, and the end this thesis is conclusion that
separation in Polri and TNI must be do it because the job in two institution is the different Realize of
separation Polri and TNI will indicated more visible to intensity with the conflict. And then prospect of
relationship between two institution for the future will many clash if does not clearly concept of constituent
in National Security.

In the draft to build up for ideal relationship between Paid and TNI, maybe thisimportant so that two
institution will begin to reduction for their job in the other responsibility. By the basic at character in
Security political there is separation function in the security of duty in TNT as primary component and for
the General Security of duty (Kamtibmas) by the Polri as primary component must be clearly for mechanism
and relationship.</i>



